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ABSTRAK 

Pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Selain 

korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara 

materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda 

karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya 

sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan 

mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang 

menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya 

diperiksa di pengadilan. KUHAP sebagai hukum pidana formil mengatur tentang 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Cara ini dapat dipakai korban untuk 

memperjuangkan haknya untuk mendapat ganti kerugian yang dideritanya akibat 

suatu tindak pidana. Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya 

peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan 

perdata dengan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 

KUHAP yang menggabungkan perkara  gugatan ganti rugi pada perkara pidananya 

dalam waktu yang bersamaan. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan kepada ketua 

majelis hakim sebelum penuntut umum membacakan tuntutan atau dalamperadilan 

cepat sebelum hakim membacakan putusan. Penggabungan perkara ganti kerugian ini 

akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara pidana yang bersangkutan, dan 

akan memiliki kekuatan hukum tetap apabila perkara pidananya memiliki kuatan 

hukum tetap. Tujuan dari penggabungan perkara ganti kerugian ini adalah untuk 

mencapai asas peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya murah. Kendala-kendala 

dalam penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah masalah eksekusi dari pihak 

terdakwa, dan jenis kerugian yang bisa dimintakan penggabungan perkara gugatan 

ganti kerugian. Sehingga kurang memenuhi kepuasan korban dalam menuntut ganti 

kerugian 

 

 

Kata kunci : Penggabungan Perkara, Gugatan, Ganti Kerugian  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Setiap manusia 

mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut dapat 

dipenuhi apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Hubungan 

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini 

lazim disebut sebagai hubungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. 

Apabila hubungan hukum tersebut timbul diantara orang perorang atau antara pribadi 

satu dengan pribadi yang lain, disebut sebagai hubungan hukum perdata. Lain halnya 

apabila berperkara dalam hukum pidana atau hukum publik, di Indonesia hukum 

pidana bersumber dari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber 

utama  dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana lainnya 

Fenomena hukum yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang 

berhubungan dengan hukum pidana dan perdata. Dalam batasan kaitan kedua 

lapangan hukum ini masih kurang jelas, tetapi keduanya mempunyai hubungan yang 

erat, dan menurut Wirjono Prodjodikoro :
 1
 

                                                           
1
 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT.Eresco, Bandung, 

1986, hlm. 11. 
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“Hubungan ini dapat bersifat positif dalam arti, bahwa suatu perbuatan 

dari jenis ini dapat dikenakan baik hukuman perdata maupun hukuman 

pidana, dan juga dapat bersifat negatif dalam arti, bahwa suatu perbuatan 

dari jenis ini hanya dapat dikenakan hukuman perdata, dan tidak dapat 

dikenakan hukuman pidana.” 

Dapat disimpulkan ada suatu perbuatan perdata yang hanya termasuk 

perbuatan hukum perdata saja dan ada juga suatu perbuatan hukum perdata juga 

termasuk perbuatan hukum pidana. Persoalan semacam ini sering dihadapi oleh 

masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menafsirkan apakah termasuk lapangan 

hukum pidana dan/atau hukum perdata.
2
 KUHP mengatur tentang kejahatan dan 

pelanggaran pidana. Kejahatan dan pelanggaran pidana akan mengakibatkan 

timbulnya korban. Peran korban dalam suatu kejahatan dan pelanggaran pidana 

sangat penting. 

Tidak ada satupun kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, 

korban adalah partisipan utama, meskipun dikenal pula kejahatan tanpa korban 

“crime without victim”, tetapi kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain 

misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu 

sebagai pelaku.
3
 

                                                           
2
 Aep Sulaeman, “Hak Korban Atas Kerugian Dalam Perkara Pidana” Jurnal Ilmu Hukum 

Wacana Paramarta, 8:2 (Bandung, 2009), hlm. 1. 
3
 Chaerudin dan Syafif Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif  Viktimologi Dan 

Hukum Pidana Islam, Grhdhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 1. 
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Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang 

dirugikan. Selain korban telah menderita akibat kejahatan yang menimpa dirinya, 

baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung 

penderitaan karena hanya diperlakukan sebagai sarana demi terwujudnya sebuah 

kepastian hukum. Korban di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di 

pengadilan harus mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) 

kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan.
4
 

Walaupun selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam penggaturan hukum 

indonesia, tetapi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatur hak-hak 

korban kejahatan yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, yakni sebagai 

berikut.
5
 

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum 

Hak ini diatur dalam  Pasal 70 jo 80 KUHAP. Hak ini digunakan untuk 

mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau 

penuntutan. Hal ini diberikan untuk menghindarkan adanya upaya dari pihak-

pihak tertentu yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan. Hak ini 

diberikan untuk mencegah penyelewengan kekuasaan oleh penyidik dan 

penuntut umum. 

2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi 

                                                           
4
 Dikdik M. Arief masnsur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 

PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 79. 
5
 Theo, “Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan 

Kompensasi,” Media Hukum Dan Keadilan Vol.II, No. 9 Juni 2003, hlm. 31-32. 
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Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi ini diatur dalam 

Pasal 168 KUHAP. Hak ini dapat digunakan korban untuk mengundurkan diri 

sebagai saksi apabila koban merasa terancam jika memberikan kesaksian di 

persidangan. Kesaksian (saksi) saksi korban sangat penting untuk mencapai 

suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus 

memiliki sikap proaktif untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban 

untuk memberikan kesaksian. 

3. Hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan. Hak 

menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan ini diatur dalam 

pasal 98-101 KUHAP. Hak ini diberikan untuk memudahkan korban untuk 

menuntut ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa  karena suatu tindak 

pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan dengan cara 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya. 

4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi 

untuk melakukan otopsi  

Hak keluarga korban terhadap izin melakukan otopsi diatur dalam Pasal 134-

136 KUHAP. Dalam kejahatan atau tindak pidana terhadap nyawa, otopsi 

diperlukan untuk mencari sebab-sebab kematian korban. Masalah otopsi bagi 

beberapa kalangan erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta 

aspek kesusilaan/kesopanan lainnya. Maka merupakan suatu perlindungan 

korban kejahatan dengan diberikannya kepada keluarga korban hak untuk 

mengizinkan atau tidak tidak  mengizinkan polisi melakukan otopsi. 
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Terhadap hak korban dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindak 

pidana melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pihak-pihak 

berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.
6
 

1. Kerugian tersebut harus diakibatkan karena suatu tindak pidana. 

2. Kerugian yang diderita oleh korban merupakan akibat langsung karena tindak 

pidana. 

3. Gugatan ganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana  tadi ditujukan kepada si 

pelaku tindak pidana (terdakwa). 

4. Tuntutan ganti kerugian tersebut diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan 

dalam pemeriksaan dan putusan perkara pidananya dalam bentuk satu putusan. 

Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan 

yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata 

dengan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 

KUHAP yang menggabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam 

waktu yang bersamaan. Maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana 

dapat dipertemukan, yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan Pasal 98 

KUHAP ini menjadi tunduk pada hukum acara pidana.  

Dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP mengatur apabila suatu perbuatan yang 

menjadi dasar dakwaan didalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri 

                                                           
6
 Dikdik M. Arief Masnsur dan Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm. 96. 
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menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang itu dapat memintakan kepada 

Hakim Ketua Sidang  untuk menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian kepada perkara pidananya.
 
Penjelasan Yang dimaksud kerugian bagi orang 

lain adalah kerugian pihak korban. 

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini bertujuan agar gugatan 

tersebut diperiksa dan di putus bersamaan dengan putusan perkara pidananya. 

Menurut Pasal 99 Ayat (1) apabila ada permohonan penggabungan perkara gugatan 

ganti kerugian, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk 

mengadili perkara gugatan ganti kerugian tersebut, kebenaran dasar gugatan dan 

tentang hukuman untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan 

akibat suatu tindak pidana. 

Dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau menyatakan 

gugatan tersebut tidak dapat diterima, putusan hakim terhadap perkara ganti kerugian 

tersebut hanya memuat penetapan hukuman untuk mengganti biaya yang telah 

dikeluarkan oleh korban sebagai pihak yang dirugikan. Putusan mengenai perkara 

gugatan ganti kerugian ini akan memiliki kekuatan hukum tetap mengikuti putusan 

terhadap tindak pidananya. 

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas jelas sekali bahwa orang yang 

menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian 

yang dialami oleh korban. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bertujuan 

untuk melindungi kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua 

manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang 
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telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban.
7
 Pengabungan 

perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana yang merugikan korban dapat 

dipahami merupakan suatu terobosan yang ditempuh oleh para korban pelanggaran 

dalam rangka mempersoalkan seluruh kerugian material yang dialami oleh para 

korban, Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini sangat penting dalam 

rangka mewujudkan keadilan bagi para korban.  

Pengadilan selama ini hanya merupakan arena “pelengkap penderitaan” 

setelah rangkaian penderitaan sebelumnya yang dialami oleh para korban. Korban 

hanya diberikan tempat sebagai saksi korban yang kembali menerima tekanan untuk 

bersaksi tentang kejadian yang telah menimpanya. Hal ini dapat dilihat dari contoh 

penanganan perkara pidana pencurian dimana barang yang dicuri disimpan di kantor 

polisi dan diserahkan ke pengadilan sebagai barang bukti, dalam keputusan Hakim 

pun tidak menyangkut tentang kerugian barang yang telah dirusak dan/atau telah di 

jual oleh pelaku, karena putusan tersebut hanya menyangkut hal pidana. Korban 

menganggap gugatan perdata berbelit-belit dan hanya untuk kerugian yang besar, 

ditambah lagi adanya sikap pasrah pada diri korban yang selalu menganggap bahwa 

apa yang terjadi padanya sudah merupakan nasib, sehingga korban tidak mengajukan 

gugatan ganti kerugiannya, selain itu juga ketidaktahuan korban akan haknya untuk 

mengajukan gugatan ganti rugi menjadi penyebab korban tidak mengajukan gugatan 

ganti kerugian yang dideritanya. 

                                                           
7
 Chaerudin dan Syafif Fadillah, Op. Cit, hlm.65. 
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 Memperhatikan kondisi-kondisi di atas, maka dalam kesempatan ini, akan 

ditelaah dan dikaji masalah pengabungan perkara ini menjadi topik pembahasan 

dalam penulisan skripsi terhadap judul : PELAKSANAAN PASAL 98 SAMPAI 101 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG 

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN  DENGAN 

PERKARA PIDANA 

B. Rumusan masalah: 

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal 

ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan peneliti kemudahan dalam 

mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan menentukan 

arah penelitian yang akan dilakukan. Yang menjadi pokok-pokok permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan dan proses penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian dengan perkara pidana ? 

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penggabungan perkara 

gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana ? 

C. Tujuan penelitian 

Bedasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah maka yang 

menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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1. untuk menganalisis dan mengetahui tentang pelaksanaan dan proses 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. 

2. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. 

D. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai bagaimana penerapan 

Pasal 98 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan 

oleh korban. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoretis : 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pengkajian lebih lanjut 

terhadap persoalan di bidang pelaksanaan proses penggabungan perkara 

pidana dan gugatan ganti kerugian. 

b. Manfaat praktis : 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memberikan informasi 

kepada pihak-pihak lain tentang proses penggabungan perkara pidana 

dengan gugatan ganti kerugian. 
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F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitan. 

 Menurut Bambang Waluyo,”penentuan tipe/jenis penelitian dipandang 

penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika 

dan metode serta analisis data yang harus dilakukan”.
8
 Penulis 

menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris (sosiolegal 

research). Pada penelitian sosiologis atau empiris, yang diteliti awalnya 

adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.
9
 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangna (statute approach). Pendekatan undang-undang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.
10

 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang dipergunakan adalah data kualitatif, yaitu data untuk 

menjelaskan bagaimana proses penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian dengan perkara pidana dan kendala-kendala dalam 

                                                           
8
  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7. 

9
  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52. 

10
 M.Syamsudin , Operasionalisasi Penelitian Hukum,PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 

2007, hlm. 58. 
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melakukan proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 

dengan perkara pidana. 

b. Sumber Data 

Data yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah data Primer 

dan data Skunder, 

1) Sumber data primer, diperoleh dari penelitian lapangan. 

2) Sumber data sekunder terdiri dari: 

a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan obyek penelitian, bahan hukum 

primer antara lain:
11

 

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Tanggal 12 

Desember 1983 Nomor : M.14.PW.07.03 

                                                           
 11

 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm.118. 
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b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang 

erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, adalah:
12

 

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan 

2. Hasil karya ilmiah para sarjana 

3. Hasil-hasil penelitian 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder, misalnya:
13

 

1. Bibliografi 

2. Kamus  

4. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang yang 

beralamat di Jalan Kapten A. Rivai no 16, Palembang, Provinsi Sumatra 

Selatan  

 Sampel atau responden adalah Hakim yang bertugas di Penggadilan 

Negeri Kota Palembang. Sampel yang dipilih dengan teknik non probability 

sample, menurut Bambang Waluyo, dalam proses pengambilan sampel secara 

non probability sampling ini, tidak ada ketentuan pasti sampai sejauh mana 

                                                           
 

12
 Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 12 

 
13

Ibid, hlm. 15. 
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sampel yang diambil dapat mewakili populasi, sehingga semuanya tergantung 

pada peneliti.
14

 Penulis memilih teknik ini karena dapat memberikan data 

yang dapat mewakili keseluruhan populasi. 

5. Metode Pengumpulan Data  

  Didalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara 

lain : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-

teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan 

pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) 

serta referensi khusus (dokumen). 

b. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

Yaitu dengan mengambil data dari Penggadilan Negeri Palembang 

yang bersangkutan tentang penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian dengan perkara pidana.. 

c. Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua 

orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber Hakim, dengan 

menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan 

terbuka. 

                                                           
 

14
 Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 49. 
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Pemilihan populasi penelitian ini, yaitu Hakim dikarenakan 

populasi tersebut yang bersentuhan langsung terhadap proses 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. 

Hakim dipilih sebagai responden karena Hakim diberikan 

kekuasaan oleh Kekuasaan Kehakiman  menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
15

 

6. Analisis bahan penelitian 

  Analisis bahan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi atau 

legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara 

kualitatif. Metode analisa data secara kualitatif adalah suatu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
16
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

KeHakiman Pasal 1. 
16

 Soerjono Soekanto Op.Cit, hlm. 250. 
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